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Lex Publica

Pergantan Redadi......

Sebagai suatu pengantar, redaksi kali ini ingin mengantarkan sekapur sirih dalam memaknai
Equality Before The Law.

Prinsip Equality Before The Law, sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tidak
terpisahkan dari konsepsi negara demokrasi. Keterkaitan hukum lainnya dalam konsepsi demokrasi
adalah hak-hak individu, pengawasan rakyat atas pemerintahan, dan rule of law. Konsep tersebut
merupakan salah satu unsur dari negara hukum (Rule of Law) yang demokratis yaitu supremacy of
law, equality before the law dan due process of law. Rule of Law dengan unsur tersebut membentuk
prinsip fundamental konstitusi, dan supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada
diatas kekuasaan dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan didepan
hukum yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum
negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat
pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum
yang berlaku. Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan
pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik, dan kemudian menjadi
norma konstitusi dalam UUD 1945, yang didalamnya menjelaskan sebagai larangan atas sikap dan
tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuknya.

Aspek equality before the law, dapat dipahami juga dalam kerangka due process of law, sebagai
prinsip yang mensyaratkan, bahwa semua tindakan negara dilakukan melalui proses yang tertib dan
teratur. Due process of law, meliputi procedural due process, yang menekankan pada metode atau
prosedur pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang harus menjamin kejujuran (fairness). Dapat
dicontohkan, bahwa dalam satu perkara yang sedang diperiksa pengadilan, para pihak harus sama-
sama diberitahu dengan sepatutnya, dan memberi kesempatan yang sama pada para pihak untuk
didengar dalam persidangan yang tidak berpihak.

Sementara itu, bagian dari konsep equality before the law, ialah yang disebut egalite des arms
(equality of arms), yang merupakan persamaan para pihak dalam proses peradilan, yaitu, suatu litigasi
harus menjamin bahwa tidak satu pihakpun yang menikmati keuntungan yang tidak sewajarnya dalam
proses yang akan berlangsung(neither party enjoys an improper advantage).

Dengan konsep tersebut maka konsep persamaan didepan hukum secara umum yakni
merupakan perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang
sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan
menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif.
Artinya, bahwa jika dalam keadaan dan kedudukan yang sama dalam suatu sengketa peristiwa hukum,
maka perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh terjadi diskriminasi. Aturan standard yang
sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak
diperkenankan untuk melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidak adilan. Jikalau
hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau
keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama, harus juga diberikan
padanya secara adil.

Dalam runtun pikiran redaksi, bahwa konsep equality before the law berintikan rumusan “hak untuk
memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama didepan hukum”.

Selamat Membaca dan Salam Redaksi.
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